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ABSTRAK 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA 

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS 

Oleh : Ena Septia Olivia 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan pajak 

dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dan kendala 

yang dihadapi saat melakukan penagihan terhadap wajib pajak.Penelitian ini 

bersifat lapangan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan 

observasi dan wawancara. Menggunakan analisis data metode deskriptif yaitu 

mengolah data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Data primer, diperoleh 

penulis dari pegawai KPP Pratama Bengkalis sedangkan data sekundernya penulis 

peroleh dari perpustakaan, internet, publikasi pemerintah dan media. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan 

agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dengan cara menegur atau 

memperingatkan dan memberitahukan surat paksa dan surat paksa diterbitkan 

apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh 

tempo pembayaran dan sebelumnya telah diterbitkan surat teguran dan surat 

peringatan sejenis lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara 

terbesar.Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik dan 

benar agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik, 

walaupun kontraprestasi pajak tidak dirasakan secara individu namun wajib 

pajak dapat merasakan balas jasanya melalui fasilitas pelayanan umum bagi 

masyarakat yang dibangun oleh pemerintah, yang mana sebagian dana yang 

digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari pajak yang 

masyarakat bayarkan pada kas negara. Dengan demikian sistem perpajakan 

terus disempurnakan, pemungutan pajak harus diintensifikasikan, dan aparat 

perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga 

mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional. 

Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pengertian 

pajak ini tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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Pajak adalah menyangkut kewajiban warga negara terhadap negara 

yang menjadi institusi publik yang dibentuk dan diberi wewenang untuk 

mengelola kepentingan negara atau kepentingan publik.Pemungutan pajak 

harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui undang-undang yang harus 

disetujui parlemen atau DPR. Setiap pungutan pajak yang tidak didasarkan 

undang-undang , maka pemerintah atau negara memiliki hak paksa atau 

menagihnya melalui aparat negara yang berwenang. Pajak dapat digunakan 

untuk semua kebutuhan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan 

negara.Jadi, kedudukan pajak disini upaya mengambil atau memungut 

kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan negara yang 

diatur oleh negara. 

Pendapatan dari sektor pajak yang diperoleh oleh pemerintah saat ini 

sangatlah besar hampir lebih dari 50%. APBN Indonesia di peroleh dari 

sektor pajak, untuk itu pemerintah harus lebih memperhatikan sektor ini 

karena pajak adalah sektor strategis pendapatan negara disamping itu pajak 

juga dapat membantu dalam proses kebutuhan pembiayaan rumah tangga 

negara. Dan pajak juga merupakan suatu potensi yang berharga yang perlu 

diperhatikan disamping semakin menipisnya sektor migas di  Indonesia. 

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah 

melalui Direktorat Jenderal Perpajak telah melakukan beberapa upaya untuk 

meningkatkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Perpajakan ialah melakukan reformasi pajak (tax reform). Tujuan utama dari 
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reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam 

membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap 

potensi dan kemandirian dari dalam negeri, khususnya dengan cara 

meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber 

di luar minyak bumi dan gas. 

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak 

telah mengalami perubahan yang cukup siginifikan yaitu perubahan dari 

official assesment system menjadi self assesment system.Berbeda dengan 

official assesment system, dalam self assesment system wajib pajak 

diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajaknya.Sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan 

dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami 

oleh masyarakat.Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib 

Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. 

 Namun dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang 

dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan 

kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan 

sehingga menyebabkan timbulnya utang pajak. Sehingga optimalisai 

penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka 

pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik 

yang murni penghindaran pajak maupun ketidakmampuan membayar utang 

pajak. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan 

penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.  
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Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung 

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan cara menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah 

disita. Penagihan pajak merupakan implikasi dari perkembangan jumlah 

tunggakan pajak yang semakin besar dari waktu ke waktu, permasalahan ini 

hampir terjadi diseluruh kantor pajak Indonesia termasuk juga Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan 

tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah 

memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan 

penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka 

pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang sedikit. Tindakan 

tersebut merupakan penagihan pasif melalui himbauan dengan 

menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya 

berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, 

pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang 

yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 

Penerbitan Surat Teguran Merupakan tindakan awal dari pelaksanaan 

penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan 
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dengan penerbitan Surat Paksa. Surat Teguran,Surat Peringatan, atau surat 

sejenis lainnya adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur 

atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 

Surat tersebut diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang 

pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.  

Selanjutnya,Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak 

melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 

lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan 

seketika dan sekaligus, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan 

pembayaran pajak, penagihannya dengan surat paksa dilakasanakan sesuai  

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Dalam penagihan pajak dengan surat paksa banyak juga terjadi dalam 

utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) contohnya tunggakan pajak Rp. 36,8 

M Benny Basri dibui 3 (tiga) hari di Tanjung Gusta. Pengusaha real estate 

ternama di Medan Benny Basri mesti mendekam selama tiga hari di Rutan 

Tanjung Gusta Medan lantaran disandera Direktorat Jendral Pajak lantaran 

menunggak pajak Rp. 36,8 M ( Peristiwa 6 November 2015 18:47).  

Dalam penelitian ini memilih obyek penelitian di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bengkalis, karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana 

tata cara penagihan pajak dengan surat paksa di Bengkalis. 
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Berdasarkan latar belakang masalah  diatas maka penulis 

memfokuskan dengan mengambil judul “TATA CARA PENAGIHAN 

PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA BENGKALIS” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tata cara penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis ? 

2. Apakah ada kendala saat penagihan kepada Wajib Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis ? 

1.3  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan yang di dapatkan selama masa perkuliahan melalui 

penulisan tugas akhir yang di lakukan dan menambah wawasan penulis 

sebagai bekal untuk terjun langsung kerja kelapangan. Selain itu, penulis 

mendapatkan wawasan mengenai bagaimana tata cara penagihan pajak 

dengan surat surat paksa. 
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2. bagi KPP Pratama Bengkalis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan untuk 

mengevaluasi prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan surat 

paksa yang digunakan oleh KPP Pratama Bengkalis dalam melakukan 

penagihan pajak terhadap Wajib Pajak. 

3. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan terkait prosedur pelaksanaan penagihan pajak yang 

digunakan oleh KPP Pratama Bengkalis dalam melakukan penagihan 

pajak terhadap wajib pajak, serta dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. 

b. Untuk mengetahui kendala saat penagihan kepada Wajib Pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1.  Lokasi Penilitian  
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Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bengkalis yang berlokasi di Komplek Mall Mandau City Kav. 109 

Basement Blok B03, Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Babussalam, Kec 

Mandau, Kab. Bengkalis. 

1.5.2.Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai awal Februari sampai dengan Juli 2020. 

1.5.3 Jenis Data 

1. Data primer  

Dalam menulis Tugas Akhir ini penulis menggunakan jenisdata 

Primer dan Data Sekunder. Menurut (Sugiyono, 2012:139) menjelaskan 

Data Primer adalahdata yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh 

penulis secara langsung. Data primer didapat dari sumber informan 

diperoleh secara langsung oleh penulis melalui Wawancara kepada Seksi 

Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. 

2. Data sekunder  

Menurut (Uma Sekaran 2011:76) Data Sekunder adalah data yang 

mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, 

sumber data berupa catatan atau dokumentasi instansi, publikasi 

pemerintah, media, situs Web. Internet dan seterusnya yang terkait 

dengan masalah penulisan tugas akhir. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data  
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Didalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik 

interview.Interview yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung 

terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis khususnya Sub 

Bagian Penagihan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara 

interview dengan rsponden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (Joko 

Subagyo, 2011:39) 

Dan selanjutnya dalam pengumpulan data penulis menggunakan 

teknik dokumentasi. Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015:329) yaitu 

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam 

bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa 

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir ini.  

1.5.5 Analisis Data 

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penulisan tugas akhir ini 

langsung dilakukan analisis. Analisis tersebut menggunakan metode 

deskriptif, yaitu mengolah data-data yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpulkan 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum. (Sugiyono, 2010:29)  

1.6  Sistematika Penulisan 

Didalam penelitian Tugas Akhir ini terdapat beberapa Bab dengan uraian 

sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Didalam Bab ini di uraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulis. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Didalam Bab ini Penulis Menguraikan Gambaran Umum Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bengkalis, Tentang Sejarah Singkat, Struktur Organisasi, 

Visi dan Misi, Unit Kerja dan Uraian Tugas Pokok. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini berisikan pembahasan Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Sistem 

Pemungutan Pajak, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak, Pengertian Penagihan 

Pajak, Pengertian SKP, STP, SKPKB, SKPKBT, Sanksi Perpajakan, 

Pengertian Surat Paksa. Teori-teori yang berisikan Tatacara Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa, penyebab penagihan kepada Wajib Pajak dengan 

Surat Paksa, Kendala saat penagihan kepada Wajib Pajak. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah di kemukakan 

dari beberapa saran menjadi bahan masukan yang diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1 Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 

Setelah adanya otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah 

pusat, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola 

daerahnya sendiri.Salah satu kewenangan pemerintah daerah mengatur 

dalam meningkatkan daerahnya, hal ini dibuktikan dengan adanya 

pembagian jenis pajak oleh pemerintah dalam dua jenis, yaitu Pajak Pusat 

dan Pajak Daerah. 

Dengan demikian, pada tahun 2008 didirikan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bengkalis yang melayani dalam bidang perpajakan. Sebelum 

didirikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis yang sekarang 

bertempat di kota Duri, kab. Bengkalis. Sebelumnya masyarakat Kabupaten 

Bengkalis yang ingin melunasi pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

kota Dumai. Hal ini di karenakan Kabupaten Bengkalis belum memiliki 

Kantor Pelayanan Pajak sendiri. 

Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis pada tahun 

2006 belum dikelola oleh Dispenda. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bengkalis merupakan Pelayanan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan 

Perkotaan bagi masyarakat kota Dumai. 
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Setelah dilakukan pemisahan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara 

masyarakat Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, maka Kabupaten 

Bengkalis memiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis sendiri, 

yang berdiri di Kota Dumai jl. Putri Tujuh No. 07 Dumai, dan memiliki dua 

KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak) Selat 

Panjang.Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi kemudahan bagi 

warga Bengkalis untuk memberi kepentingan perpajakan. 

Mulai tanggal 1 Oktober 2013, Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bengkalis yang semula beralamat di jalan Putri Tujuh, No. 07 Kota Dumai 

pindah ke Kota Duri yang beralamat di jalan Lintas Duri Dumai KM 3, 

Balai Makam, dengan dikeluarkannya pengumuman Nomor: PENG-

03/WPJ.02/KP.11/2013 tentang pindah alamat KPP Pratama Bengkalis. 

Pada akhir tahun 2016, tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan 

sekarang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis menempati kantor 

baru dengan alamat Komplek Mall Mandau City Kav. 109 Basement Blok 

B03, Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Babussalam, Kec. Mandau, Kab. 

Bengkalis. Pindahnya alamat kantor ini diharapkan lebih memudahkan 

pelayanan kepada wajib pajak yang tentunya diharapkan berdampak positif 

untuk meningkatkan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bengkalis. 
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2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Bengkalis 

1. Visi 

Menjadi instusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem 

administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya 

masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi. 

2. Misi 

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang 

perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan 

yang efektif dan efisien. 

2.3  Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis memiliki struktur organisasi 

sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor 

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

4. Seksi Pelayanan 

5. Seksi Penagihan 

6. Seksi Pemeriksaan 

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 
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8. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan I 

9. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan II 

10. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan III 

11. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan IV 

12. Kelompok Jabatan Fungsional 

13. Account Representative (AR) 

14. Pelaksana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Struktur Organisasi KPP Pratama Bengkalis 

Sumber : KPP Pratama Bengkalis, 2020 
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2.4 Uraian Tugas Bagian/Unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis mempunyai tugas kerja 

masing-masing sesuai dengan bidang dan tugasnya sebagaimana yang telah 

diatur dalam Standard Operating Prosedur(SOP). Adapun tugas dari masing-

masing seksi adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan 

Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Terwujudnya pelaksanaan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan di bidang perpajakan di wilayah 

wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak. 

Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan 

potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi 

penerimaan pajak tahun lalu.Memberi petunjuk penyusunan rencana 

pengamanan penerimaan pajak kepada Kepala Subbag Umum dan para 

Kepala Seksi. 

2. Kepala Sub bagian Umum 

Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur 

kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta 

perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak. 

Agar terlaksananya urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta 
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rumah tangga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang 

bukan dari Wajib Pajak. Menugaskan pelaksana untuk mencatat surat masuk 

yang telah didisposisi Kepala Kantor dan mendistribusikannya kepada Seksi 

terkait dengan menggunakan buku ekspedisi surat masuk. Melaksanakan 

pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak. 

Menugaskan Pelaksana untuk memproses surat keluar yang diterima dari 

masing-masing Seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak. 

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi  

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis 

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan 

kinerja.Terlaksananya urusan dukungan sistem informasi untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

Meneliti kompilasi Estimasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan 

Pajak dan meneruskan kepada Kepala Kantor menugaskan Pelaksana untuk 

mengirimkan Estimasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak yang 

telah ditandatangani Kepala Kantor ke Kantor Wilayah melalui Subbagian 

Umum. 
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Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dipinjam baik 

melalui Sistem Aplikasi Komputer atau melalui surat peminjaman dan 

melaksanakan penyajian data, menerima, meneliti dan menandatangani 

peminjaman berkas data serta menugaskan pelaksana untuk menyampaikan 

data kepada unit pemanfaatan data menugaskan pelaksana untuk 

menatausahakan peminjaman berkas data serta menyimpan dalam berkas 

data. 

4. Kepala Seksi Pelayanan 

Melaksanakan penetapanan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama 

perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Terlaksananya penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama 

perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bengkalis yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. 

Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan 

dari wajib pajak dan surat lainnya. Menugaskan pelaksana untuk menerima 

surat permohonan dari wajib pajak yang diterima melalui Tempat Pelayanan 
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Terpadu (TPT) dan memberikan tanda terima kepada wajib pajak atau 

kuasanya serta meneruskan kepada seksi terkait menugaskan pelaksana 

untuk menerima dan menatausahakan surat permohonan dari wajib pajak 

dan surat lainnya yang diterima melalui sekretariat serta meneruskan kepada 

seksi terkait. 

5. Kepala Seksi Penagihan 

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan 

angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang 

pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan 

yang berlaku.Terlaksananya pencairan tunggakan pajak secara optimal dan 

tertib admnistrasi tata usaha piutang pajak untuk mendukung tugas Kantor 

Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan, 

menerima tugas dari Kepala Kantor mengenai rencana penagihan pajak, 

menugaskan Pelaksana dan Juru Sita Pajak untuk meneliti dan menganalisis 

kemampuan beban kerja Juru Sita Pajak, menyusun konsep penyesuaian 

rencana penagihan pajak serta menyampaikan kepada Kepala Kantor. 

Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SPKBT/STP/STB beserta lampiran 

dan surat pembayaran pajak (SSP/STTS/SSB) beserta bukti pemindah 

bukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak. 

Menugaskan Pelaksana untuk menerima dan meneliti daftar pengantar surat 

ketetapanpajak/STP/STB beserta lampirannya dari seksi pelayanan. 
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6. Kepala Seksi Pemeriksaan 

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, 

pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak serta administrasi perpajakan lainnya. 

Terlaksananya rencana pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan 

aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan 

Pajak serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan lancar, menerima penugasan dari Kepala Kantor 

mengenai rencana pemeriksaan pajak dari Kantor Wilayah, meneliti dan 

menganalisa kemampuan beban kerja kelompok tenaga fungsional 

pemeriksa pajak, menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep 

penyesuaian rencana pemeriksaan pajak, menerima, meneliti dan memaraf 

serta menyampaikan konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak kepada 

Kepala Kantor. 

7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib 

pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis 

perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analis kinerja  wajib pajak, 

rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan 

melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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Terlaksananya pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib 

pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsulatsi teknis 

perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analis kinerja wajib pajak, 

rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan 

melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. 

Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, 

perkembangan ekonomi dan keuangan, mempelajari Laporan Realisasi 

Penerimaan dan laporan Penerbitan Ketetapan Pajak, menugaskan Account 

Representatif (AR) untuk menyusun Estimasi Penerimaan Pajak 

berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan, 

menerima, meneliti dan merumuskan Estimasi Penerimaan dari AR ke 

dalam Estimasi Penerimaan Pajak serta menyampaikannya kepada Kepala 

Kantor sebagai bahan estimasi penerimaan KPP. 

8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencairan data dari 

pihak ketiga, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam 

rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian yang 

efektif dan optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPP 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau 

pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak, menerima tugas 

penyusunan konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau 

pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak dari Kepala Kantor, 

mengidentifikasi bahan penyusunan konsep rencana kerja pendataan 

(pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan mengenai Tata Cara Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Adapun prosedur tatacara penerbitan dan pemberitahuan surat paksa adalah 

a. Kepala KPP menugaskan Kepala Seksi Penagihan menerbitkan Surat 

Paksa atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah 

lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan 

Surat Teguran. Dan Kepala Seksi Penagihan Menugaskan Jurusita 

Pajak melakukan penerbitan paksa. 

b. Jurusita Pajak melakukan penelitian kemudian menyusun dan 

menyerahkan konsep Surat Paksa dan Konsep Berita Acara Surat 

Paksa kepada Kepala Seksi Penagihan. Dan Kepala Seksi Penagihan 

Meneliti dan Memaraf dan menyerahkan kepada Kepala KPP dan 

menyetujui dan menandatangani. Kemudian menugaskan Kepla 

Seksi Penagihan untuk melakukan pemberitahuan Surat Paksa 

kepada Wajib Pajak 

c. Dan Kepala Seksi penagihan menugaskan jurusita Pajak untuk 

melakukan Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak. 
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2. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan pada KPP 

Pratama Bengkalis diantaranya adalah : tempat tinggal wajib pajak yang 

tidak diketahui, petugas dilarang memasuki tempat wajib pajak, wajib pajak 

tidak hadir saat penyitaan dan dokumen tanah, bangunan, kendaraan yang 

tidak lengkap.Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan 

tersebut maka KPP Pratama Bengkalis melakukan tindakan sebagai berikut : 

menempelkan Surat Paksa atas nama Wajib Pajak, memberi penjelasan 

kepada wajib pajak bahwa tindakannya menghalangi pelaksanaan tugas 

penagihan adalah berlawanan dengan hukum dan dapat diancam pidana, 

penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak tidak hadir. 
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4.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

a. Bagi KPP Pratama Bengkalis 

1. KPP Pratama Bengkalis hendaknya melakukan penyuluhan lebih 

intensif kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya melakukan 

pembayaran dan pelaporan tepat waktu dan menjelaskan lebih rinci 

mengenai apa saja hutang pajak yang belum dilunasi. 

2. KPP Pratama Bengkalis memilik kewajiban untuk memeriksa 

kelengkapan data bagi calon Wajib Pajak yang akan melakukan 

pendaftaran NPWP dan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk 

memastikan NPWP dan melakukan pemrikasaan secara berkala untuk 

memastikan validitas data bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar pada 

KPP Pratama Bengkalis. 

 

b. Bagi Wajib Pajak 

1. Bagi Wajib Pajak hendaknya menunaikan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan aturan yang berlaku, seperti melakukan penyetoran dan 

pelaporan pajak tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi alamat secara lengkap, hendaknya 

memperbarui informasi ketika melakukan pelaporan kepada KPP 

Pratama Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. 
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WAWANCARA 

 

1. Mengapa penagihan kepada wajib pajak dilakukan dengan surat paksa pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis ? 

2. Apakah ada kendala saat pelaksanaan penagihan kepada wajib pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis ? 

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis ? 
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